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ABSTRAK

Pengungsian akibat letusan gunung Semeru di 151 titik pengungsian terkonsentrasi di 3 kecamatan yang tersebar
di 118 titik di wilayah Kabupaten Lumajang dan 14 titik di luar Kabupaten Lumajang (BPBD, 2021). Penelitian
ini dilakukan berdasarkan pengaruh kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kepuasan masyarakat
dalam pembelian hunian sementara bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru. Metode yang digunakan
kuantitatif yang dipadukan dengan penelitian deskriptif. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode regresi
sederhana. Hasil penelitian berdasarkan uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa kebijakan
pembangunan perumahan sementara di Kabupaten Lumajang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
kepuasan masyarakat yang tinggal di perumahan sementara. Hasil pengujian statistik menunjukkan validitas
pernyataan penelitian karena nilai (r) lebih besar dari nilai (r) tabel dan nilai probabilitas (sig) kurang dari 0,05.
Uji reliabilitas menunjukkan koefisien Cronbach’s Alpha (0,887) untuk variabel kebijakan pemerintah (X) dan
(0,843) untuk kepuasan masyarakat (), melebihi nilai (0,6), menunjukkan reliabilitas baik dari instrumen
kuesioner. Uji varians dengan nilai (0,126) lebih besar dari 0,05, menandakan tidak ada perubahan varians yang
signifikan pada data residu. Uji normalitas (0,066) juga lebih besar dari 0,05, menunjukkan data residual
berdistribusi cukup normal. Hasil uji (F) menunjukkan (0,00) kurang dari 0,05, validas model regresi
memprediksi variabel kepuasan masyarakat dengan pengaruh variabel kebijakan pemerintah (X). Analisis ini
menghasilkan (R"2) (0,308), menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mempengaruhi (30,8%) kepuasan
masyarakat, dengan (59,2%) volatilitas dipengaruhi faktor lain. Koefisien regresi (X) (0,441) menunjukkan
pengaruh positif variabel kebijakan pemerintah (X) terhadap kepuasan masyarakat (). Sgnifikans (t) (0,000)
kurang dari 0,05, menandakan pengaruh signifikan variabel kebijakan pemerintah (X) terhadap kepuasan
masyarakat ().

Kata Kunci: Kabijakan Pemerintah, Kepuasan Masyarakat, Rumah Hunian Sementara

Pendahuluan ibadah mengalami kerusakan. Kerugian lain yang

Bencana merupakan kejadian tak terduga ditimbulkan, seperti 684 ekor kambing/domba, 764
dan tak bisa dihindari yang mengakibatkan ekor sapi potong, dan 1578 ekor unggas. Kementrian
kerugian. Masyarakat segera mencari keselamatan PUPR pada Mei 2022 menyatakan target rencana
dan mengungsi ke tempat aman, meninggalkan harta rumah hunian sementara akibat kerusakan dan
benda. Indonesia terletak di wilayah rawan bencana kerugian yang diakibatkan erupsi Gunung Semeru.
alam, dikenal sebagai cincin api Pasifik, yang Sebanyak 1951 unit rumah telah dibangun, di mana
menyebabkan wingnya bencana aam ter]ad| 878 unit di antaranya merupakan rumah hunian
Namun, ini juga membawa dampak positif, seperti sementara yang dikonstruksi oleh 81 LSM.
tanah subur dan hasil pertanian melimpah. Data Rinciannya, 437 unit telah selesai dibangun, 441
lapangan mencerminkan situasi saat erupsi Gunung unit masih dalam tahap penyelesaian, dan 130 unit
Semeru, dengan banyak masyarakat mengungsi ke sudah ditempati. Proses pembangunan untuk rumah
151 titik pengungsian, sebagian besar di 3 hunian sementara akan dilanjutkan oleh Pemerintah
kecamatan dan sgumlah lainnya di Kabupaten Kabupaten Lumajang serta BNPB. o
Lumajang sertadi luar wilayah itu (BPBD, 2021). Oleh karena itu, dalam upaya ini,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan
Kabupaten Lumajang menyatakan sebanyak 1027 kebijakan terkait prosesrehabilitasi dan rekonstruksi
rumah huni, 1 fasilitas kesehatan, 1 jalur rumah yang menjadi kebutuhan yang tidak dapat
penghubung, 24 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas diabaikan. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga

menginisias pembangunan rumah sementara
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sebagai respons untuk memenuhi kebutuhan yang
tak terelakkan ini. Warga yang terdampak oleh
bencana alam akan mendapatkan perlindungan
sesual dengan prinsip-prinsip  konstitus  yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
Undang-Undang ini  menekankan pentingnya
pengaturan tata ruang sebagai bagian dari langkah-
langkah pencegahan bencana pada fase pra-bencana,
baik dalam situasi tanpa bencana maupun dalam
Situasi potensi bencana. Sebagai tindak lanjut dari
kerangka kebijakan penanggulangan bencana,
diterapkan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
Nomor 03 Tahun 2018 yang berfokus pada
penanganan para pengungsi dalam kondisi darurat
akibat bencana.

Pelaksanaan upaya mitigas bencana
melibatkan sgumlah determinas yang meliputi
pengukuran arah kebijakan pembangunan yang
rentan terhadap bencana, aktivitas preventif
bencana, respons dalan keadaan darurat, dan
pemulihan. Kebijakan merujuk pada perencanaan
tindakan atau resolusi yang diambil oleh berbagai
entitas sebagai langkah untuk menanggulangi
hambatan yang dihadapi. Penetapan kebijakan
memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan
organisasi, sebagaimana diungkapkan oleh | skandar
(dikutip dalam Ramdhani & Ramdhani, 2017).
Putra (dalam Ismail & Sofwani, 2016) berpendapat
bahwa perumusan kebijakan adalah tahap awal
daam  seluruh  proses  kebijakan  publik.
Keberhasilan kebijakan yang dirancang untuk masa
depan sangat dipengaruhi oleh apayang terjadi pada
fase ini. Tjokroamidjojo (dalam Ismail & Sofwani,
2016) menjelaskan bahwa jika pemilihan alternatif
dilakukan satu kali dan selesai, itu disebut
pengambilan keputusan. Namun, jika pemilihan
alternatif berlangsung berulang tanpa selesainya, itu
disebut perumusan kebijakan. Ini mengindikasikan
bahwa perumusan kebijakan publik melibatkan
serangkaian langkah, yaitu:

Menentukan agenda.

Merumuskan dan melegitimasi.
Melaksanakan program.

Mengevaluasi pelaksanaan, kinerja, dan
dampak.

Mengambil keputusan tentang masa depan
kebijakan dan program.

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah
mengel uarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1
Tahun 2022 yang mengatur penyediaan hunian
sementara untuk korban bencana alam erupsi
Gunung Semeru. Langkah ini merupakan bagian
dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama
mengingat terjadinya bencana alam erupsi Gunung
Semeru padatanggal 4 Desember 2021. Bencanaini
mengakibatkan kerusakan pada hunian, fasilitas
umum, dan fasilitas sosial, yang memaksa warga
terdampak untuk mengungsi. Efeknya menyebabkan
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wargakehilangan tempat tinggal mereka. Kerusakan
pada rumah-rumah masyarakat bervariasi dari
ringan, sedang, hingga berat. Upaya penanganan
dilakukan untuk memastikan warga dapat hidup
dengan layak, bermartabat, dan aman.

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah
menunjukkan seriusnya dalam mengatasi dampak
bencana alam ini melalui berbagai kebijakan yang
dijalankan. Harapannya, masyarakat di Kabupaten
Lumajang akan mendapatkan relokasi, rehabilitasi,
dan rekonstruksi rumah yang layak huni. Maka,
diperlukan studi mendalan mengenai tingkat
kepuasan masyarakat terhadap program rumah
hunian sementara yang diterapkan untuk mereka
yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Pendlitian
ini bertujuan untuk memahami tingkat kepuasan
warga di Kabupaten Lumajang terhadap langkah-
langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten
Lumajang. Maka peneliti mengambil judul tentang
“Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap
Kepuasan Masyarakat Dalam Program Rumah
Hunian Sementara bagi Masyarakat yang
Terdampak Erups Gunung Semeru (Studi
Kasus Desa Sumber Mujur Kecamatan
Candipuro Kabupaten Lumajang”.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kebijakan  Pemerintah
Kabupaten  Lumgang terhadap  kepuasan
masyarakat dalam pengadaan rumah hunian
sementara bagi masyarakat yang terdampak erups
Gunung Semeru?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diuraikan,
tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian
untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten
Lumajang terhadap kepuasan masyarakat dalam
pengadaan program rumah hunian sementara bagi
masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini akan menjadi kontribusi dan juga
dokumen untuk mengembangkan penelitian
bagi pembaca atau penditi yang ingin
melakukan pendekatan pada topik penelitian
serupa.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini berkontribusi untuk membantu
penulis lebih memahami teori-teori yang telah
dipelgjari selama menempuh studi di Fakultas
IImu Administrasi Universitas ISsam Malang.

Tinjauan Pustaka
K ebijakan Publik

Andriansyah (seperti disebutkan dalam
Taufiqurokhman, 2014) mengartikan kebijakan
publik atau kebijakan publik sebagai aturan-aturan
tetap yang harus ditaati. Analogi kebijakan publik
dapat dibandingkan dengan hukum; karena siapapun
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yang melanggar harus menanggung akibatnya
tergantung besar kecilnyakesalahan yang dilakukan.
Badan yang bertanggung jawab menerapkan
konsekuensi ini juga menentukan jenis tindakan
yang akan diambil.

Implementas K ebijakan

Dalam Subianto (2020), Sabatier &
Mazmanian menjelaskan bahwa implementasi
kebijakan melibatkan program yang dilaksanakan
setelah pengesahan resmi kebijakan negara. Ini
mencakup peristiva dan aktivitas yang terjadi,
termasuk  aspek  adminigtratif dan  upaya
mempengaruhi masyarakat serta kejadian tertentu.
Sementara itu, Menurut Meter & Horn dalam
Subianto (2020), implementass mengacu pada
tindakan yang diambil secara pribadi, pegjabat atau
kelompok di sektor publik atau swasta, dalam
mencapai tujuan penetapan kebijakan keputusan.

Kepuasan M asyar akat

Priansa (dalam Putra & Azis, 2019)
mengartikan kepuasan masyarakat sebagai respons
yang muncul dari masyarakat terhadap sejauh mana
harapan mereka terpenuhi oleh kinerja aktual yang
mereka rasakan setelah menggunakan layanan
publik. Sesuai dengan perintah  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pada
Instans  Pemerintah, Kepuasan Masyarakat
Merupakan Data dan Informasi Tingkat kepuasan
masyarakat diperoleh melalui ukuran kuantitatif dan
kualitatif dari pandangan masyarakat. ketika mereka
menerimalayanan dari penyedialayanan publik. Hal
ini melibatkan pembuatan perbandingan antara
harapan masyarakat dan kebutuhan mereka.

M etode Penelitian
Jenis Pendlitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan
pendekatan  kuantitatif. = Metode  kuantitatif
merupakan suatu metode penelitian yang terstruktur,
terencana dan sistematis mulai dari inisias hingga
desain penelitian. Pendekatan ini, sebagaimana
dijelaskan  Sugiyono (2017:7), didasarkan pada
filsafat positivisme dan untuk menyelidiki pola
tertentu.  Data ini  dikumpulkan  dengan
menggunakan dat penelitian dan kemudian
dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis
yang digjukan.

Variabel dan Pengukurannya

1. Variabel Bebas
Dalam penélitian ini, variabel bebas adalah
Kebijakan Pemerintah (X) sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 1 Tahun 2022. Indikator-indikator dari
kebijakan pemerintah dalam pendlitian ini
mencakup :
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a. pelaksanaan
b. data dan konfirmasi
c. konstruksi
d. Penerimaan
e. transfer
f. Donor Bantuan
g. Larang
h. konsekuensi
2. Variabdl terikat
Variabel ini terpengaruh oleh variabel bebas
(Sugiyono, 2017). Variabel terikat yaitu
Kepuasan Masyarakat (Y) Indikator kepuasan
mengacu pada (Islami, N. W. (2022) yang
meliputi:
ketentuan
Sistem, mekanis, prosedur
Lamawaktu
Karakteristik produk
Kemampuan pelaksana
Perilaku eksekutor
Penanganan keluhan, masukan
infrastruktur
Penelitian ini menerapkan skalaLikert dalam
mengukur variabel-variabelnya. Sesuai dengan
Sugiyono (2017), SkalaLikert dipakai untuk menilai
pandangan, sikap, dan perseps individu atau
kelompok terhadap fenomena yang telah dijelaskan
secarajelas oleh peneliti.Dalam skalaini, tanggapan
pada setiagp pernyataan instrumen  diukur
menggunakan skor 1 hingga 5.
keterangan:
a. sangat tidak setuju =1
b. tidak setuju=2
Cc. ragu-ragu=3
d
e

Se@rpopoTe

setuju =4
sangat setuju =5

Populas dan Sampel

1. Populas
Berdasarkan data yang dikumpulkan dari
Kecamatan Candipuro, terdapat sejumlah
400 orang yang berada dalam hunian
sementara.

2. Sampel
Sampel merupakan segmen dari seluruh
populasi. Dalam situasi di mana populasi
besar dan analisis menyeluruh tidak praktis
karena keterbatasan anggaran, sumber
daya, dan waktu, pendliti dapat memilih
sampel yang mencerminkan karakteristik
populasi. Jumlah sampe  dihitung
menggunakan rumus Slovin sebagaimana

yang terlihat dalam contoh berikut ini :
_ N

BE T

keterangan

n = banyak sampel

N = Populasi

e = tingkatan ketidaktelitian karena

Berdasarkan rumus tersebut maka :
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n=—" =2 _-% g
1+4 (0,12 1+4 -]
Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah
sampel yang ditentukan adalah sebanyak 80
responden. Teknik ini disebut simple random

sampling.

Lokas Penélitian

Penelitian ini berlangsung di rumah hunian
sementara di Desa Sumbermujur, Kecamatan
Candipuro, Kabupaten Lumagang. Periode
penelitian berlangsung dari bulan Desember 2022
hingga Agustus 2023. Rentang waktu penelitian
mencakup mulai dari pengajuan judul melalui
proposal penelitian hingga penyelesaian presentasi
akhir penelitian (sidang).

Teknik Pengumpulan Data

1) Studi dokumentass merupakan pendekatan
untuk menghimpun dan menganalisis data atau
dokumen yang relevan dengan penelitian..

2) Kuesioner diberikan kepada masyarakat yang
menerima rumah hunian sementara untuk
mengetahui kepuasan masyarakat terhadap
kebijakan program rumah hunian sementara.

Teknik Analisis Data
Analisis Regresi Sederhana
Pendekatan untuk  mengidentifikasi  dampak
kepuasan masyarakat terhadap kinerja kebijakan
pemerintah. Dalam penelitian ini, analisis ini
dijalankan melalui aplikasi SPSS 18 dengan rumus
yang sesuai :

Y =a+bX
keterangan:
Y = Kepuasan masyarakat
a = konstanta intersep
b = konstanta regresi
X = Kebijakan pemerintah

Uji T

Digunakan untuk mengevaluas signifikansi
sebagian pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat melalui perbandingan antara nilai t yang
dihitung dan tabel t. Rumus uji t (t hitung) adalah
sebagai berikut:

E e p—
L

keterangan:
b: koefisien regresi
sb: kesalahan dari standart koefisien regresi
Ho bilamana diterimat table < t hitung < t table
Ho bilamana ditolak t hitung > t table atau -t hitung
<-ttable

Uji F

Digunakan untuk menguji pengaruh
kolektif variabel bebas padavariabel terikat. Berikut
rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis:

. _ KE/(R-D)
F Hitung = AT HR
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keterangan:

R? = koefisien determinasi

N = Banyaknya sampel (observasi)

K = Banyaknya parameter regresi + konstanta

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji ini menggambarkan sejauh mana
varias dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan
oleh variabel bebas. Nilai R2 berada dalam rentang O
hingga 1, dan saat mendekati 0, menandakan variasi
terikat yang kurang dijelaskan. Jika mendekati 1,
varias terikat banyak dijelaskan. Nila Rz = 0
menunjukkan variabel terikat tak dapat dijelaskan
variabel bebas.

Uji Validitas

Digunakan untuk memastikan efektivitas
instrumen pengukuran yang telah disusun. Ini
dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung
dengan nilai r tabel :

r= AL XY-TXTY

-
-

AT X=-(TX)=
Dalam konteks ini:

- X = nilai skor dari masing-masing variabel dalam
kuesioner.

- Y = total skor dari seluruh variabel dalam
kuesioner.

- n = jumlah responden.

- rxy = koefisien korelas antaravariabel X dan'Y.

T
L LTy

Uji Reliabilitas

Uji ini mengevaluas sgauh mana aat
pengumpul data memberikan hasil yang konsisten,
akurat, dan stabil dalam menggambarkan gejala
tertentu dari individu, bahkan jika data dikumpulkan
pada waktu yang berbeda.

Pembahasan
Gambaran Umum Objek Penedlitian

Penelitian  ini  dilakukan di Desa
Sumbermujur  yang terletak di Kecamatan

Candipuro Kabupaten Lumajang. Desa ini memiliki
luas 1.690 hektar, yang terdiri dari lahan gersang
376,50 hektar, lahan basah 597,50 hektar, dan lahan
lainnya 715 hektar. Letaknya di ketinggian 600
hingga 800 meter di atas permukaan laut. Desa
Sumbermujur berfungsi sebagai desa penyangga
utama (DPU) yang berbatasan langsung dengan
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTYS),
sehingga tercipta interaksi antara masyarakat
dengan kawasan hutan. Interaksi  tersebut
menimbulkan dampak positif dan negatif sehingga
mendorong  perlunya  kepedulian  terhadap
kelestarian kawasan ini melalui pengelolaan yang
cerdas untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber
daya alam yang ada. Desa Sumbermujur yang
merupakan satu-satunya desa pendukung utama
TNBTS di Kecamatan Candipuro terletak sekitar 8
km sebelah selatan ibu kota kabupaten dan sekitar



Jurnal Respon Publik
Vol., No. 10, Tahun 2023, Hal: 47-56

35 km dari ibu kota kabupaten Lumajang. Desa ini
berbatasan dengan Desa Pasru Jambe di sebelah
utara, Desa Sumbe Wuluh di sebelah selatan, Taman
Nasional Bromo Tengger Semeru (TN — BTS) di
sebelah barat, dan Desa Penanggal di sebelah timur.

Gambaran Umum Responden dan Penyajian
Data
1. Deskripsi responden ditinjau dari jeniskelamin
Tabel 1.
Jenis Kelamin Responden

JenisKelamin Orang Prosentase
Laki laki 36 45,0 %
Perempuan 44 55,0 %
jumlah 80 100%

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan informasi yang tersgji dalam
Tabel 1, mengindikasikan bahwa rumah
hunian sementara dihuni lebih banyak oleh

masyarakat perempuan.
2. Deskripsi responden ditinjau dari Usia
Tabel 2
Usia Responden
: Jumlah Per sentase
CEE Responden (%)
< 30 tahun 20 25%
30 - 40 tahun 25 31,25%
> 40 tahun 35 43,25%
Jumlah 80 100%

Sumber: Data diolah (2023)

Meélihat data yang tertera pada Tabel 2, bahwa
mayoritas responden memiliki usia di atas 40
tahun.

3. Deskripss responden ditinjau dari latar
belakang
Tabel 3
Latar Belakang Pendidikan
o Jumlah Per sentase

Pendidikan Responden (%)

SD 42 52,5 %

SLTP 16 20,0%

SLTA 22 275%
Jumlah 80 100%

Sumber: Data diolah (2023)

Melalui datatersebut, terlihat bahwa mayoritas
responden rumah hunian sementara memiliki
pendidikan dasar, khususnya Pendidikan SD,
yang berjumlah 42 orang (52,5% dari total
responden). Sebanyak 22 orang (27,5% dari
total responden) memiliki latar belakang
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Pendidikan SLTA, sementara 16 orang (10%
dari total responden) memiliki latar belakang
SLTP.

Deskrips Variabel Penelitian
Di bagian ini, penulis akan menguraikan
tentang analisis deskriptif yaitu menjabarkan data
yang diperoleh yaitu mengenai variable kebijakan
pemerintah dan kepuasan masyarakat terhadap
kebijakan rumah hunian sementara.
1. Variabel Kebijakan Pemerintah
Berdasarkan penyebaran kuesioner, dapat
diamati tanggapan responden terhadap
indikator-indikator dalam variabel kebijakan
pemerintah yang menjadi fokus penelitian ini:
Tabel 4
Distribusi Frekuensi Variabel K ebijakan
Pemerintah (X)
Sumber: Data diolah Peneliti (2023

TR TE RR & i
Indiknlzy i X 3 | 5 Bfvum
Eov T U r L T T T B
xl o o il n v dT AR AR 4T
X1 o 1 LE| LIS &0 R IR|2AA 4de
at LW 1 B3I )ISE 44 RO AT A0 414
w4 a1 LA T ELE 4% S IG ) I X
Al [ Y Y P [N I I S - Y el O )
wE TP 51 R 1 N I 8 oo T T B O PSRt 1
L1 o LA in] ol 24 wea] &5 )1 AR
X5 00 o) o) L3225 48 cL2| 15|65 5ad
faranid masn <115
keterangan:
X1 : pelaksanaan

X2 : pendataan dan konfirmas
X3: konstruksi
X4 : Penerima
X5 : transfer
X6 : peran Pemberi Bantuan
X7 : Larangan
X8 : konsekuensi

2. Variabe Kepuasan Masyarakat
Tabel 5
Distribusi Frekuens Variabel Kepuasan
Masyarakat (Y)

TP TP RR P i
lnLikaaler | 2z k] 4 Bl Mean
Il ©] % P " t " 1 "N

¥l [N B 0 Y S 0 1 e I N 1 8 Y N
41 L I L I O e I R N IR L
i Dol o la0 CTI2LE AT 7| RE LAw
¥4 [ICH I O U Y R Y c S I IR i I 0 E
b N Ii 0 4] I12E 577 R e
¥ OfCe o2 JX15n A3 [TRE & | w5 2%l
Iy LN LSS U U S =L L e L I L I
A [ K I e S92 7] a0 e
Crraml s FA

Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

Keterangan:

Y 1: ketentuan

Y2 : Sistem, mekanisme, dan prosedur
Y 3: Waktu

Y4 : karakteristik produk

Y5 : kemampuan pelaksana

Y 6 : Penanganan keluhan dan masukan
Y7 : Perilaku pelaksana
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Y 8 : Sarana dan prasarana
Analisis Data dan Interpretasi
1. Hasil pengujian Validitas
Uji validitas dilakukan dengan
memperbandingkan nilai r yang dihitung dan
nilai r padatabel, dengan kriteria berikut :

a.  Apabilanilai r hitung = r pada tabel (pada
tingkat signifikansi a 5%), maka dapat
diinterpretasikan bahwa item kuesioner
tersebut memiliki validitas.

b. Jka nilai r hitung < r pada tabel (pada
tingkat signifikansi a 5%), maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa item kuesioner
tersebut tidak memiliki validitas.

Tabel 6
Hasil Uji Instrumen Validitas
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Sumber : Data Diolah (2023)

Dari Tabel 6 dismpulkan nilai r
hitung untuk setiap pernyataan pada variabel
kebijakan pemerintah (X) dan kepuasan
masyarakat (Y) melebihi ambang batas nilai r
pada tabel dan nilai probabilitas (sig) >0,05.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
seluruh pernyataan pencarian pada variabel ini
dianggap valid.

3. Hasil pengujian Redlibilitas

Reliabilitas merujuk pada kestabilan
suatu instrumen pengukuran untuk
memberikan hasil yang serupa dan konsisten
dalam pengukuran berulang, selama kondisi
pengukuran tidak mengalami perubahan.
Menurut pandangan Riduwan yang dikutip
dalam penelitian oleh Sitinjak (2023),
reliabilitas didefinisikan sebagai kemampuan
alat ukur, seperti kuesioner, dalam mengukur
variabel yang diindikasikan oleh pertanyaan-
pertanyaan dalam aat ukur tersebut.
Pertanyaan dalam alat ukur dianggap reliabel
jika mereka mampu menghasilkan jawaban
yang konsisten dan sejalan dari responden
yang sama.

Reliabilitas dapat dinila  melalui
metode pengukuran tunggal, yang melibatkan
perbandingan hasil dari satu pertanyaan
dengan pertanyaan lain atau dengan
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menganalisis korelas antara tanggapan pada
beberapa pertanyaan. Pendekatan lainnya
adalah melaui perhitungan menggunakan
perangkat statistik seperti uji Cronbach's alpha
(o) pada perangkat lunak statistik seperti SPSS.
Sitinjak berpendapat bahwa suatu konstruk
atau variabel dianggap memiliki reliabilitas
apabila nilai Cronbach's alpha memiliki angka
lebih dari 0,60. Pada penélitian ini, reliabilitas
diuji menggunakan metode Alpha Cronbach.
Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel
yang tengah diselidiki dijelaskan dalam tabel
yang diperlihatkan di bawah ini:

Tabel 7
Hasil Pengujian Reliabilitas
fi Knefisivn Alpha 7
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Sumber : Data primer diolah, 2023
Berdasarkan tabel tersebut, setiap variabel
memiliki koefisien Alpha Cronbach yang
melampaui  ambang 0,6. Temuan ini
mengungkapkan bahwa instrumen kuesioner
yang diterapkan dalam penelitian memiliki
tingkat reliabilitas yang memadai dan dapat
diandalkan.

Dalam analisis regresi, terdapat
beberapa asums yang perlu dipenuhi, antara
lain ketiadaan heterokedastisitas, ketiadaan
multikolinieritas, serta distribusi data yang
mendekati normalitas. Rincian mengenal
perhitungan dan pengujian asumsi-asumsi
tersebut dalam model regresi dapat diuraikan
sebagai berikut:

Uji Hetekedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilaksanakan
untuk mengevaluas apakah model regres
menunjukkan variasi variansi yang tidak seragam di
antararesidu di berbagai pengamatan. Model regresi
yang diharapkan adalah homoskedastis atau
memiliki ketidakseragaman variansi yang minimal
di antararesidu pengamatan. Uji heteroskedastisitas
digunakan untuk mengevaluas distribusi residual
dalam konteks penelitian. Tujuannya adalah untuk
memeriksa apakah data residual dalam penelitian
sudah mendekati distribusi normal.

Tabel 8
Uji Heter oskedastisitas
Coefliciants:
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Dari Tabel 8, hasil  pengujian
heteroskedastisitas di atas mengindikasikan bahwa
nilai signifikansi (sig) untuk setiap variabel
independen > daripada nilai o (0,05). Maka, dapat
dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam
dataresidual.

Uji Normalitas

Keberlanjutan asumsi normalitas dalam
model regresi dapat dikonfirmasi apabila sisa
kesalahan yang timbul dari model regresi mengikuti
distribus yang berbentuk normal. Pengujian
normalitas dapat dijalankan melalui aat analisis
statistik, seperti metode Kolmogorov-Smirnov, atau
melalui representasi visual dalam bentuk grafik
(Scatter Plot). Data dianggap memenuhi uji
normalitas jika nila signifikans melebihi 0,5
berdasarkan pengujian statistik (Cristiyanti dkk.,
2023).

Tabel 9
Hasil Uji Normalitas
One-3ample Kolmogorov-Smirnoy Test
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Hasil yang terlihat di Tabel 9 dari uji normalitas
mengungkapkan bahwa nilai signifikans (sig)
0,066, yang mengatasi ambang o (0,05). Maka,
kesmpulannya adalah bahwa (HO) diterima, dan
dataresidual memiliki distribusi yang sesuai dengan
distribusi normal.

Uji F

Uji F atau andisis variand (ANOVA)
memiliki peran penting dalam mengidentifikasi
dampak bersama-sama dari seluruh variabel bebas
pada variabel terikat. Selain itu, uji ini juga menilai
apakah model regresi secara keseluruhan memiliki
signifikansi. Hasil dari uji F memberikan informasi
apakah mode regres digunakan untuk tujuan
prediksi atau estimasi masa depan.

Tabel 10 Hasil Uji F
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Berdasarkan hasil tersebut, bahwa nilai
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Menandakan
bahwa model regress memiliki dampak yang
signifikan pada variabel kepuasan masyarakat. Ini
menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Pemerintah
(X) mempengaruhi Kepuasan Masyarakat (Y). Hasil
analisis juga menunjukkan R Square sebesar 0,308,
yang mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah
mempengaruhi  30,8% kepuasan masyarakat,
sedangkan sisanya sekitar 59,2% dipengaruhi oleh
faktor lain.

Hasil Analisis Regresi Sederhana

Cara untuk menyelidiki tentang pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat. Salah satu
bentuk dasar dari model regresi adalah regresi linear
dengan satu variabel bebas. Penelitian ini akan
menyelidiki sejauh mana efek dari variabel bebas,

yakni  kebijakan pemerintah dan kepuasan
masyarakat.
Tabel 11
Hasil AnalisisRegres Linier Sederhana
CoafMclantst
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Persamaan hasil yang dihasilkan adalah:
Y =17,484 + 0,441 X

Dari persamaan tersebut, maka:

- Konstanta 17,484 menunjukkan bahwa ketika
variabel bebas diasumsikan nol, variabel Kepuasan
Masyarakat (Y) memiliki nilai 17,484.

- Koefisien regresi X sebesar 0,441 menandakan
pengaruh positif antara variabel Kebijakan
Pemerintah (X) dan variabel Kepuasan Masyarakat
(Y). Ini mengindikaskan bahwa semakin baik
Kebijakan Pemerintah (X), semakin meningkatkan
Kepuasan Masyarakat.

Selain itu, dapat diperhatikan dari Tabel 11
bahwa nilai signifikansi t adalah 0,000, yang lebih
rendah daripada tingkat signifikansi 0,05. Informasi
ini  menunjukkan bahwa variabel Kebijakan
Pemerintah (X) memiliki dampak yang signifikan
pada variabel Kepuasan Masyarakat (Y).

Pembahasan

K ebijakan pemerintah mempunyai peranan
penting dalam mempengaruhi tingkat kepuasan
masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa
kebijakan pemerintah memegang peranan penting
sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat
kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, perlu
diingat bahwa terdapat berbagai faktor lain yang
juga berkontribusi terhadap tingkat kepuasan
masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu,
pemahaman ini memiliki implikasi penting bagi
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pemerintah dalam merancang langkah-langkah dan
kebijakan yang efektif dalam menghadapi situasi
bencana, khususnya  upaya  peningkatan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Méealui uji validitas pada penelitian ini,
ditemukan bahwa seluruh pernyataan yang berkaitan
dengan variabel Kebijakan Pemerintah (X) dan
Kepuasan Masyarakat (Y) memiliki nilai rhitung
yang melebihi nilai rtabel, sertanilai sig yang lebih
rendah dari 0,05. Kesimpulan yang bisa diambil
bahwa semua pernyataan dianggap valid. Selain itu,
hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel
mempunyai nilai koefisien Cronbach’s Alpha lebih
besar dari 0,6. Hasil ini menunjukkan bahwa alat
kuesioner yang digunakan dalam penelitian
mempunyai  tingkat reliabilitas yang dapat
diandalkan.

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai
signifikansi adalah 0,000, lebih rendah dari 0,05. Ini
mengindikasikan bahwa model regres dapat
memprediksi variabel kepuasan masyarakat dengan
pengaruh yang kuat dari variabel kebijakan
pemerintah (X)) terhadap tingkat kepuasan
masyarakat (Y). Analisis ini juga menghasilkan R-
squared sebesar 0,308, menunjukkan kontribusi
kebijakan pemerintah sekitar 30,8% dalam
menjelaskan  varias  kepuasan  masyarakat,
sementara 59,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor-
faktor belum terungkap.

Hasil pengujian variasi/heteroskedastisitas
menunjukkan bahwa signifikansi (sig) untuk setiap
variabel independen melebihi nilai a (0,05),
menandakan tidak adavariasi yang signifikan dalam
data residu. Pengujian normalitas menunjukkan
bahwa signifikansi (sig) 0,066 melebihi nilai o
(0,05), menunjukkan data residual mendekati
distribusi normal. Analisis regress menyimpulkan
adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel
kebijakan pemerintah (X) terhadap kepuasan
masyarakat (), dengan koefisien regresi X sebesar
0,441. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin
baik Kebijakan Pemerintah (X), semakin tinggi
Kepuasan Masyarakat (Y). Dengan demikian,
penelitian ini membuktikan dampak positif dan
signifikan dari variabel kebijakan pemerintah (X)
terhadap kepuasan masyarakat (Y) dalam konteks
"Pengarun  Kebijakan Pemerintah  Terhadap
Kepuasan Masyarakat dalam Program Rumah
Hunian Sementara bagi Masyarakat yang
Terdampak Erups Gunung Semeru”, berdasarkan
analisis data menggunakan metode regresi linier
sederhana

Berdasarkan hasil andisis diketahui jika
responden yang merupakan masyarakat penghuni
rumah hunian sementara memberikan penilaian
kepuasan yang paling rendah terhadap perilaku
petugas dalam memberikan rumah hunian
sementara. Hal ini bisa dikarenakan yang menjadi
prioritas petugas adalah rumah hunian sementara
dapat segera disdlesaikan dan dihuni sehingga
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terkadang tidak memperhatikan masalah perilaku
yang bagi masyarakat di wilayah pedesaan masih
diperhatikan. Sedangkan kepuasan tertinggi pada
persyaratan, yang menunjukkan jika masyarakat
penghuni rumah hunian sementara (RHS) merasa
persyaratan yang ditetapkan pemerintah tidak
menyulitkan dan bahkan memberikan kemudahan
bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung
Semeru untuk menghuni rumah tersebut.

Kesimpulan
Dari hasil analisis tersebut, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa :

1. Ada dampak positif dan bermakna secara
individu antara kebijakan pemerintah terhadap
kepuasan masyarakat yang tinggal di rumah
hunian sementara. Ini berarti bahwa semakin
baik kebijakan yang telah diterapkan oleh
pemerintah terhadap rumah hunian sementara,
maka semakin puas masyarakat yang
terdampak oleh erups Gunung Semeru. Hasil
tersebut didukung dengan Koefisien regresi X
memiliki nilai 0,441, mengindikasikan dampak
positif variabel kebijakan pemerintah (X) pada
variabel kepuasan masyarakat (Y).

2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kebijakan pemerintah terkait rumah hunian
sementara telah terbukti semakin meningkat.
Temuan ini didukung oleh nilai koefisien
regresi X sebesar 0,441 menunjukkan adanya
pengaruh positif antara variabel kebijakan
pemerintah (X) terhadap variabel kepuasan
masyarakat (Y).

Saran

Terkait dengan hal hal yang ditemukan dalam
penelitian ini, beberapa saran yang dapat dijadikan
sebagal masukan bagi Kabupaten Lumajang adalah
sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, dalam katannya dengan
kepuasan masyarakat yang ada di rumah
hunian sementara fasilitas yang ada sangat
berpengaruh  pada  tingkat  kepuasan
masyarakat itu sendiri. Sebaiknya fasilitas
perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat yang ada di rumah hunian
sementara.

2. Untuk lokass yang ditentukan dalam
membangun rumah hunian sementara, adanya
lowongan pekerjaan dan pemberdayaan
masyarakat diperlukan karena perkerjaan
masyarakat yang dulu jauh atau sudah hilang.

3. Sosoidisasi lebih lanjut diperlukan agar
masyarakat yang sudah lanjut usia lebih bisa
mengerti tentang pendataan dan
penyelenggaraan rumah hunaian sementara.
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